KONTRAK KINERJA
NOMOR: 7/KK/2020
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target
kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.

2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.

3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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No.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

Sasaran Program/ Kegiatan

Belanja Negara yang
Berkualitas

Indikator Kinerja

Indeks kualitas belanja pemerintahan
(perbaikan pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur)

Indeks pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah

Sistem Perencanaan dan
Penganggaran Pusat dan
TKDD yang Terpadu

Nilai kinerja dan harmonisasi anggaran
pusat dan daerah

70

Birokrasi dan Layanan Publik
yang Agile, Efektif, dan Efisien

Indeks kepuasan pengguna layanan

4
(skala 5)

Formulasi Kebijakan Fiskal
dan Kerjasama Ekonomi dan
Keuangan Internasional Yang
Berdaya Saing

Indeks penyelesaian kebijakan prioritas

100

Ketepatan Alokasi Belanja
Pemerintah Pusat dan TKDD

Persentase Alokasi Dana TKDD yang
Berbasis Kinerja

10,6%

Pengendalian Kualitas
Pengelolaan Keuangan
Negara Yang Berkelanjutan

6a - CP

Persentase rekomendasi BPK atas LKPP
dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

89%

Organisasi dan SDM yang
Optimal

7a-CP

Persentase pejabat yang telah memenuhi
standar kompetensi jabatan

93,55%

7b-CP

Persentase penyelesaian delayering

100%

7c-CP

Persentase efisiensi belanja birokrasi

10%

7d-CP

Indeks integritas organisasi

94,83

7d1 - CP Indeks Persepsi Integritas

89,66

Tingkat pemenuhan unit kerja DJPK

7d2 - CP terhadap kriteria Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi

100

7e -CP

Persentase penyelesaian program RBTK

85%

7f-CP

Tingkat implementasi learning
organisation

75

Komunikasi Publik yang
Efektif dan Sistem Informasi
yang Andal

8a - CP

Indeks efektivitas komunikasi publik

/:2@ 25
(skala 4)

8b-CP

Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK

100

8bl - CP

Tingkat Downtime Sistem TIK

0,10%




Sasaran Program/ Kegiatan
te) te }

Indikator Kinerja Target

Persentase penyelesaian proyek strategis
TIK

Pengelolaan Keuangan yang

Indeks kualitas pelaporan keuangan BA
15

Optimal

Persentase kualitas pelaksanaan
anggaran

Program/Kegiatan Tahun 2020 Anggaran

Program :

Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 106.420.183.000,00

Kegiatan :

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen 75.857.380.000,00

Perimbangan Keuangan

Pengelolaan Kebijakan Dana Transfer Umum

Pengelolaan Kebijakan Dana Transfer Khusus

4.125.284.000,00

3.370.012.000,00

Perumusan Kebijakan, Evaluasi, dan Pembinaan Kapasitas Daerah 14.071.165.000,00

dan Pelaksanaan Transfer

Perumusan Kebijakan, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Transfer, 8.996.342.000,00
Pengelolaan Keuangan Daerah serta Penyelenggaraan Sistem

Informasi Keuangan Daerah

Menteri Keuangan,

sy

Sri Mulyani Indrawati

Jakarta,29 Januari 2020

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

;" Astera Primanto Bhakt A/
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Kode
SS/IKU

RINCIAN TARGET KINERJA

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2020

SS dan IKU

Belanja Negara yang Berkualitas

Smt1

Q3

Indeks kualitas belanja
pemerintahan
(perbaikan pendidikan,
kesehatan, dan
infrastruktur)

Indeks pemerataan
kemampuan keuangan
antar daerah

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan TK

DD yang Terpadu

Nilai kinerja dan
harmonisasi anggaran
pusat dan daerah

Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

Indeks kepuasan
pengguna layanan

4
(skala 5)

4
(skala 5)

Formulasi Kebijakan Fiskal dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang

Berdaya Saing

Indeks penyelesaian
kebijakan prioritas

60

60

60

100

100

Ketepatan Alokasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKDD

Persentase Alokasi
Dana TKDD yang
Berbasis Kinerja

10,6%

Pengendalian Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara yang Berkelanjutan

Persentase
rekomendasi BPK atas
LKPP dan LK BUN
yang telah
ditindaklanjuti

Organisasi dan SDM yang Optimal

Persentase pejabat
yang telah memenuhi
standar kompetensi
jabatan

93,55 %

93,55%

93,55%

93,55%

93,55%

Persentase
penyelesaian delayering




Kode
SS/IKU

§S dan IKU

Persentase efisiensi
belanja birokrasi

Indeks integritas
organisasi

Indeks Persepsi
Integritas

Tingkat pemenuhan
unit kerja DJPK
terhadap kriteria Zona
Integritas menuju

Wilayah Bebas dari
Korupsi

Persentase
penyelesaian program
RBTK

27,36%

27,36% |39,27% | 39,27%

Tingkat implementasi
learning organisation

Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal

Indeks efektivitas
komunikasi publik

2,9
(skala 4)

28 29

29

(skala 4) (skala 4) | (skala 4)

Indeks kualitas
pengelolaan sistem TIK

100

Tingkat Downtime
Sistem TIK

0,10%

Persentase
penyelesaian proyek
strategis TIK

85%

Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Indeks kualitas

pelaporan keuangan
BA 15

Persentase kualitas
pelaksanaan anggaran

95% 95%

Jakarta, 29 Januari 2020
PNS yang dinilai,

*Astera Primanto Bhakt

ya
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No

SS/IKU

Belanja
Negara
yarg
Berkualitas
/ Indeks
kualitas
belanja
pemerintah

Inisiatif
Strategis

Penyelenggaraan

Internship dan

Secondment (1dS)

Output/

Oiutcoine

Peningkatan
kualitas dan
kapasitas
Pengelola
Keuangan
Daerah

INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 2020
Trajectory
Kegiatan

Q1:
Pelaksanaan IdS batch I

Output

20 daerah

Q2:
Pelaksanaan IdS batch 11

20 daerah

Q3:
Pelaksanaan IdS batch 111 - IV

40 daerah

Q4:
Pelaksanaan IdS batch V

20 daerah

Periode Penanggung

Pelaksanaan Jawab

Januari s.d.
Desember
2020

Rp 1.677.450.000,00

Diseminasi
Dana Desa
melalui kerja
sama dengan
Perguruan
Tinggi

Peningkatan
kapasitas
Aparat Desa

Q1:

Pelaksanaan diseminasi I

80 Aparat
Desa

Q2:

Pelaksanaan diseminasi 11

160 Aparat
Desa

Q3:

Pelaksanaan diseminasi I1I - IV

160 Aparat
Desa

Q4

Pelaksanaan diseminasi V

160 Aparat
Desa

Januari s.d.
Desember
2020

Rp 1:367-818:000;00-
| 068 935 poo

Jakarta, 29 Januari 2020

PNS yang dinilai,

n—
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Sasaran Kerja Pegawai

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
No | I. PEJABAT PENILAI No DINILAI
1. | Nama Sri Mulyani Indrawati 1. | Nama Astera Primanto Bhakti
2. | NIP - 2. | NIP 19680120 199201 1 003
3 Pangkat/ ) 5 | Pangkat/ Pembina Utama Madya /
" | Gol. Ruang " | Gol. Ruang | IV/d
. Direktur Jenderal
4. | Jabatan Menteri Keuangan 4. | Jabatan Perimbangan Keuangan
5 | Unit Keri K . . . Direktorat Jenderal
. nit Kerja ementerian Keuangan 5. | Unit Kerja Perimbangan Keuangan
TARGET
III. KEGIATAN TUGAS
No POKOK JABATAN AK | KUANTITAS/ KUALITAS/ - =
OUTPUT MUTU
Mencapai indeks belanja
ke pemerintahan yang berkualitas ) 20 100 12 bulan
Mewujudkan pemerataan
2. kemampuan keuangan antar - 0,51 100 12 bulan
daerah
Mencapai nilai kinerja dan
3. harmonisasi anggaran pusat dan = 70 100 12 bulan
daerah yang tinggi
1 Memenuhi kepuasan publik atas 0 bul
* | layanan DJPK ) ¢ 10 2k
Menyelesaikan kebijakan b
5. prioritas - 100 100 12 bulan
Meningkatkan alokasi dana )
6. | TKDD yang berbasis kinerja - 10,6% 100 12 bulan
Menindaklanjuti rekomendasi
7. | BPK atas LKPP dan LK BUN - 89% 100 | 12bulan
Meningkatkan persentase pejabat
8. | yang memenuhi standar - 93,55% 100 12 bulan
kompetensi jabatan
Mewujudkan pencapaian .
9 delayering - 100% 100 12 bulan
Mewujudkan efisiensi belanja
19, | Birokrasi - 10% 100 12 bulan
Mewujudkan integritas
11, s - 94,83 100 12 bulan
organisasi
12. | Menyelesaikan program RBTK " 85% 100 12 bulan
Mewujudkan implementasi
13 learning organisation B 7 160 12 bulan
Meningkatkan efektivitas 9 100 12 bul
14| yomunikasi publik ) 2, AL

L4




III. KEGIATAN TUGAS

TARGET

No AK | KUANTITAS/ KUALITAS
POKOK JABATAN / / WAKTU | BIAYA
OUTPUT MUTU

Mewujudkan pengelolaan sistem bul

15 | yang berkualitas ) L 40 12 bulan
Meningkatkan kualitas pelaporan

16. keuangan BA 15 - 85 100 12 bulan
Meningkatkan kualitas

17 - 95% 100 12 bulan

pelaksanaan anggaran

Pejabat Penilai,

g

Sri Mulyani Indrawati

Jakarta, 29 Januari 2020

PNS yang dinilai,

,\; Astera Primanto Bhakt
NIP 196801201992011003
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ADENDUM KONTRAK KINERJA
NOMOR: 7A/KK/2020

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Kontrak Kinerja Nomor: 7/KK/2020 tanggal
29 Januari 2020, dengan rincian sebagai berikut:
A. Penambahan Sasaran Strategis

Sebelum Menjadi

Sasaran Strategis Sasaran Strategis

Customer Kebijakan Fiskal dan Sektor
Keuangan yang Berkualitas

B. Perubahan dan Penambahan Indikator Kinerja Utama dan Target

Sebelum ‘ Menjadi

Kode Indikator Kinerja Utama Target I;(;%e

Indeks pemerataan , - Indeks ketimpangan
kemampuan keuangan antarwilayah
antardaerah

KU Indikator Kinerja Utama Target

Indeks efektivitas kebijakan 75
fiskal dan sektor keuangan

Persentase alokasi dana TKDD ,69 Rasio TKDD yang berbasis 22,94%
yang berbasis kinerja kinerja terhadap TKDD

C. Perubahan Target dan/atau Trajectory

Sebelum ‘ Menjadi

@ B ¢ uQ@e o

Indeks penyelesaian kebijakan/
regulasi prioritas 60 100 100

Persentase pejabat yang telah memenuhi

standar kompetensi jabatan 93,55% 93,55% 93,55%

Persentase efisiensi belanja birokrasi 10% 10% 10%

Indeks efektivitas komunikasi publik 2,9 2,9 3,5

Keterangan:

1. Perubahan IKU, target tahunan, dan target trajectory IKU mengacu pada Peraturan yang
berlaku terkait Pandemi Covid-19.

2. Adendum Kontrak Kinerja mulai berlaku pada:

a. Triwulan I, untuk adendum IKU dengan trajectory triwulanan;

b. Triwulan III, untuk adendum Sasaran Strategis dan adendum IKU dengan kode 2a-CP
sesuai dengan tindak lanjut atas sinkronisasi dokumen kinerja (IKU) dengan program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

2. Penambahan SS dan IKU akan diikuti dengan perubahan kode SS dan IKU dibawahnya.

Jakarta, 25 Agustus 2020
Menyetujui,
Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

A

Sri Mulyani Indrawati Astera Primanto Bhakti aﬂ
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Lampiran 2

Indikator Kinerja Utama DJPK Setelah Adendum

Indikator Kinerja Target ‘

Indeks kualitas belanja pemerintahan 80

Indeks pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan 75

Nilai kinerja dan harmonisasi anggaran pusat dan daerah 70

4

Indeks kepuasan pengguna layanan
(skala 5)

Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas 100

Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD 22,94%

Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah

ditindaklanjuti 89%

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 93,55%

Persentase penyelesaian delayering 100%

Persentase efisiensi belanja birokrasi 10%

Indeks integritas organisasi 94,83

Persentase penyelesaian program RBTK 85%

Tingkat implementasi learning organisation 75

Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 85

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95%

3,5

Indeks efektivitas komunikasi publik
(skala 4)

Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK 100
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